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PUTUSAN
Nomor 1070/Pdt.G/2024/PA.Bjm
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara
perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah
menjatuhkan putusan Cerai Gugat secara elektronik sebagai berikut dalam
perkara antara :

Penggugat, NIK --- lahir di Banjarmasin pada tanggal 17 Januari 1993, (umur
31 tahun), agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga,
pendidikan SLTP, tempat tinggal di Kecamatan Banjarmasin
Tengah, Kota Banjarmasin. Dalam hal ini menggunakan domisili
elektronik dengan alamat email ---@gmail.com dan nomor
handphone/WA ---. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, NIK ---, lahir di Banjarmasin pada tanggal 15 Mei 1991, (umur 33
tahun), agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan SD,
bertempat tinggal di Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota
Banjarmasin. Sekarang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas
IIA Banjarmasin, Jalan Mayjend Soetoyo, Kelurahan Teluk Dalam,
Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin Blok A Kamar
16. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka

persidangan;
DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Oktober
2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin
dibawah Nomor 1070/Pdt.G/2024/PA.Bjm tanggal 04 Oktober 2024, telah
mengajukan hal-hal sebagai berikut :
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1. Bahwa pada tanggal 18 November 2011 Penggugat dengan
Tergugat melangsungkan pernikahan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat Kutipan Akta Nikah
Nomor: --- tanggal 01 Desember 2011, pada waktu akad nikah Penggugat
berstatus belum kawin (perawan), Tergugat berstatus belum kawin (jejaka);
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan shigat
taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya
sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat
bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di
Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin selama 5 tahun 2 bulan;
4, Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat
telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang
anak yang bernama ---, NIK ---, lahir di Banjarmasin pada tanggal 25
Agustus 2012 (usia 12 tahun 1 bulan), pendidikan SD, saat ini diasuh oleh
Bibi Tergugat;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai
goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus
menerus sejak pertengahan tahun 2013 yang disebabkan Tergugat suka
mengonsumsi sabu, Penggugat sudah berulang kali menasehati Tergugat
akan tetapi Tergugat tidak pernah menghiraukan nasehat dari Penggugat.
Maka hal itu membuat Penggugat merasa tidak ada kebahagiaan dan
ketentraman berumah tangga dengan Tergugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal
Januari 2017 dimana akibatnya Penggugat pulang ke rumah Bibi Penggugat
yang beralamat sebagaimana tersebut di atas. Sejak berpisahnya
Penggugat dan Tergugat tersebut sampai saat ini terhitung sekitar 7 tahun 9
bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak berjalan sebagaimana
mestinya;

7. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2022 Tergugat ditangkap oleh pihak
yang berwajib dikarenakan kasus sabu (narkoba), berdasarkan Petikan —
Putusan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor:
124/Pid.Sus/2023/PN Bjm tanggal 06 April 2023 Tergugat dijatuhi pidana
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penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu
miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan
diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;;
8. Bah
wa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah
tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi
karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang
berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun
lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat dari
perkara ini;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon agar
Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya
berbunyi:
PRIMER :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;
SUBSIDER :
Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

(ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak
pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal
kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan berita acara
relaas panggilan tanggal 10 Oktober 2024 dan 22 Oktober 2024, sedangkan
tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah
menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar
Penggugat dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan
tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang perkara a quo tidak
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mungkin untuk dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di

persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan
membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap
dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : --- atas nama Penggugat yang
dibuat Ketua RT.024 Kelurahan Teluk Dalam tanggal 18 Maret 2024, bukti
surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis
diparaf dan diberi tanda P-1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----, yang dikeluarkan oleh KUA
Kecamatan Banjarmasin Tengah tanggal 11 Oktober 2012, bukti surat
tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan
dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan
diberi tanda P-2;

Bahwa, di samping itu, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi
yaitu :

1. Saksi I, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta,
tempat tinggal di Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, dibawah
sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan
harmonis akan tetapi sejak tahun 2013 rumah tangganya sudah tidak
harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat telah pergi meninggalkan
Penggugat sejak awal Januari 2017 dengan tidak memberikan nafkah
hidupnya kepada Penggugat;
- Bahwa sejak itu Tergugat tidak pernah datang lagi menemui
Penggugat;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi
tidak berhasil;
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- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat
membenarkannya;

2. Saksi Il, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah
tangga, tempat tinggal di Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin,
dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis akan tetapi sejak tahun 2013 rumah tangganya sudah tidak
harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat telah pergi meninggalkan
Penggugat sejak awal Januari 2017;
- Bahwa sejak itu pula Tergugat tidak pernah datang lagi menemui
Penggugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat
membenarkannya;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan
mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar
menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal

sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut,
akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai
wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu
alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan
tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil tersebut harus
dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg perkaranya
dapat diputuskan dengan verstek;
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Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah
berusaha maksimal menasehati Penggugat agar Penggugat dapat rukun
kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut
tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping itu oleh karena Tergugat tidak pernah
hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan (vide
PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 2 huruf b);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1) Majelis
Hakim harus menyatakan bahwa oleh karena Penggugat berdomisili di wilayah
hukum Pengadilan Agama Banjarmasin, maka gugatan Penggugat dapat
diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.2) yang telah
memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan
hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang
sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendasarkan
gugatan cerainya terhadap Tergugat dengan alasan sejak bulan tahun 2013
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis yang tidak
ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dimana penyebabnya
karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa seijin dan tanpa
alasan yang sampai sekarang sudah berjalan selama awal Januari 2017 dan
selama itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajibnya untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat telah mengajukan
dua orang saksi yang dari keterangannya saling bersesuaian, Majelis Hakim
telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sabh;

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis;

- Bahwa sejak tahun 2013 keadaan rumah tangganya tersebut sudah
tidak harmonis lagi;
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- Bahwa penyebabnya karena Tergugat telah pergi meninggalkan
Penggugat sejak awal Januari 2017 dengan tidak memberikan nafkah
hidupnya kepada Penggugat;

- Bahwa sejak itu pula Tergugat tidak pernah datang lagi menemui
Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus
dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang mengakibatkan antara keduanya telah
berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah
tangga;

Menimbang, bahwa disamping itu para saksi sudah pernah berusaha
menasehati Penggugat dan mengatakan tidak ada kesanggupan untuk dapat
merukunkannya kembali, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara
Penggugat dan Tergugat sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dapat hidup
rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (b) PP Nomor 9
tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat
terjadi apabila “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun
berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal
lain diluar kemampuannya”;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat
dan Tergugat tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah
tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan
perkawinan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3
KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan
menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian
dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mempertimbangkan
dalil-dalil berikut yang diambil dan dijadikan sebagai pendapat Majelis, yakni :
1. Fugaha dalam Kitab Ghoyatul Marom Lisysyikhil Majdy Juz Il halaman 507
yang berbunyi :
ar>g,ll lg=z9 ) sllo adds uolall aslls
bl il pas ans, -
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Artinya :  Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya

maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami;

2. Kitab Fighus Sunnah juz Il halaman 248 :

whicl ol axz gl dinn uoladl sal lalges cai Islg
Ol sl olSg 2ol

oVl e (mialidl sae g lglio ar 6 uisnll plgs aze

Artinya : Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan
bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya
perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya
pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak
berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat

menceraikannya dengan talak ba’in;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka
gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur
dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19
huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b)
Kompilasi Hukum Islam dan karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan
dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh
karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada
Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta
ketentuan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
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3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp. 169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024
Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami
Drs. H. Junaidi, S.H sebagai Ketua Majelis, H. Antung Jumberi S.H., M.H.I.
dan H. Subhan, S.Ag., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut
dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Muhammad Muhaimin, S.H. sebagai

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Junaidi, S.H

Hakim Anggota Hakim Anggota

H. Antung Jumberi S.H., M.H.l. H. Subhan, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Muhammad Muhaimin, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 24.000,00
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4. Biaya PNBP Panggilan : Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
6. Biaya materai __Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 169.000,00

(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah)
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